
BUPATI OGAN ILIR 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR 
NOMOR 73 TAHUN 2022 

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSJ 
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 

KABUPATEN OGAN ILIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN ILIR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah 
daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, 
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir; 

b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Togas dan 
Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir telah mendapat persetujuan Gubernur 
Sumatera Selatan melaui surat Nomor 061/0457 /VII/2022 
Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati; 

c. bahwa Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2017 
tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 
serta tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan 
Daerah Kabupaten Ogan Ilir sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan hukum sehingga perlu diganti; 

d .  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian 
Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kabupaten Ogan Ilir. 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten 
Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Pemerintahan Daerah; 
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3. Unda ng -Unda ng Nomor 1 1  Tahun 2020 t c n t a n g  Cipta Kcrja 
( L e m b a r a n  Negara Republ ik Indonesia T a h u n  2020 Nomor 
2 4 5 ,  T a m b a h a n  Lembaran Negara Repub l ik  Indonesia 
Nomor 6573) ;  

4 .  P e r a t u r a n  P e m e r i n t a h  Nomor 1 8  T a h u n  2 0 1 6  t e n t a n g  
Perangkat D a e r a h  ( Lembaran Negara R e p u b l i k  Indonesia 
Tahun 2 0 1 6  Nomor 1 1 4 ,  T a m b a h a n  L e m b a r a n  Negara 
R e p u b l i k  I n d o n e s i a  N o m o r  5887) scbagaimana t e l a h  d i u b a h  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2 0 1 9  
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 8  
Tahun 2016  t e n t a n g  Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 8 7 ) ;  

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 1447); 

6 .  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525). 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor 546); 

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 
2016 Nomor 12 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir 
Tahun 2021  Nomor 1 ) .  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1.  Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir. 
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir. 
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3. Sckretaris Dacrah adalah Sckrctaris Dacrah Kabupaten 
Ogan I l ir .  

4 .  Badan Pencl i t ian dan Pengembangan Dacrah sclanjutnya 
disingkat BALITBANGDA ada lah Badan Penclitian dan 

Pengembangan Dacrah Kabupaten Ogan I l ir .  
5. Kcpala Badan adalah Kcpala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Dacrah Kabupaten Ogan Il ir  

BAB II 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 
( l )  BALITBANGDA Kabupaten merupakan unsur penunjang 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
kabupalen di bidang kepegawaian. 

(2) BALITBANGDA Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala 
Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 

(1 )  Susunan organisasi BALITBANGDA terdiri d ari :  
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, mernbawahi : 

1 .  Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Sosial dan Pemerintahan; 
d. Bidang Ekonorni dan Pernbangunan; 
e. Bidang lnovasi dan Teknologi; 
f. Kelornpok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi BALITBANGDA Kabupaten Ogan 
Ilir adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan 
rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BAB IV 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kepala Badan 

Pasal 4 

Kepala Badan mernpunyai tugas rnelaksanakan penelitian dan 
pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan 
pernerintahan daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, BALITBANGDA mernpunyai fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan 

pemerintahan Kabupaten; 
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b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penclitian 
dan pengembangan pemerintahan Kabupaten; 

c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan 
Kabupatcn; 

d. pelaksanaan pengkajian kcbijakan l ingkup urusan 
pemerintahan daerah Kabupaten; 

e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; 
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

penclitian dan pengembangan di Kabupaten; 
g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten; 
h. pelaksanaan administrasi penelitian clan pengembangan 

daerah Kabupaten; dan 
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 6 

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan 
administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan 
BALITBANGDA. 

Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :  
a. perumusan perencanaan program dan anggaran, 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi k.inerja, serta 
pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan; 

b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan 
perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan 
keuangan; 

c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan 
kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan 
pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan 
dokumentasi; dan 

d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan 
jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil 
Negara. 

Pasal 8 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 
a. melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan 

dan ekspedisi; 
b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 
c. pengelolaan aset; 
d. penyelenggara urusan perpustakaan, informasi dan 

dokumentasi; serta 
e. urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan 

fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. 
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Bagian Ketiga 
Bidang Sosial Dan Pemerintahan 

Pasal 9 

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas 

melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial 
dan Pemerintahan. 

Pasal 10 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9, 
Bidang Sosial Dan Pemerintahan mempunyai fungsi :  
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, 

dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang 
sosial dan pemerintahan; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan; 
c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di 

bidang sosial dan pemerintahan; 
d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial 
dan pemerintahan; 

e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang 
sosial dan pemerintahan; 

f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta 
pelaksanaan pengkajian peraturan; 

g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga 
negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh 
instansi yang berwenang; dan 

h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha. 

Bagian Keempat 
Bidang Ekonomi Dan Pembangunan 

Pasal 1 1  

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai 
melaksanakan penelitian dan pengembangan di 
ekonomi dan pembangunan. 

Pasal 12 

tugas 
bidang 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 11, Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai 
fungsi : 
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, 

dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang 
ekonomi dan pembangunan; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di 
bidang ekonomi dan pembangunan; 

d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 
ekonomi dan pembangunan; 
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e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pclaksanaan 
penelitian dan pengembangan pcmcrintah daerah di bidang 
ekonomi dan pembangunan; dan 

f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha. 

Bagian Kclima 
Bidang Inovasi Dan Teknologi 

Pasal 1 3  

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan 
penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dari penerapan di 
bidang inovasi dan teknologi. 

Pasal 1 4  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13,  Bidang lnovasi dan Teknologi mempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan tek.nis, program, 

dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi 
dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; 

b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, 
prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang bersifat inovatif; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan di bidang inovasi dan teknologi; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan 
fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi; 

e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi 
dan teknologi; 

f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi 
dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; 

g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta 
fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; 

h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi 
hasil-hasil kelitbangan; dan 

i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha. 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 15 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga 
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah pejabat 
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 
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BAB VI 

TATA KER JA 

Pasal 1 6  

( 1 )  Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kcpala Badan dan 
pimpinan satuan uni t  organisasi dalam lingkungan Badan 
Penelitian dan Pengembangan Daerah menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan Badan maupun antara perangkat daerah serta 
instansi lainnya. 

(2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab 
rnernimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta 
memberikan bimbingan dan petunj uk bagi pelaksanaan 
tugas, 

(3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan 
Badan Penelitian dan Pengembangan bertanggungjawab 
kepada atasannya rnasing-masing secara berjenjang. 

(4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan 
tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
bawahannya. 

BAB VII 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 17 

(1)  Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. 
(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan 

diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui 
Sekretaris Daerah. 

(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan 
sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  dan ayat (2) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan 
pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Badan merupakan 
jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan jabatan 
eselon III .b atau jabatan administrator, Kepala Subbagian 
merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Nomor 42 Tahun 2017 ten tang Susunan Organisasi, 
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan 
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 1 9  
Peraturan Bupati i n i  m u l a i  berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati i n i  dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan I l i r .  

Ditetapkan di In ±a  

pada tanggal, 2~ 

/1. 
Diundangkan di Indralaya 
pada tanggal, 2$ fro2022 

SEKRETARIS DAERAH 
UPATEN OGAN ILIR, 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 3) 
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Pasal 1 9  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
gar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

Ditetapkan di Indralaya 
pada tanggal, 2$ F«6rc 2022 

BUPATI OGAN ILIR, 

dto. 
PANCA WIJAYA AKBAR 

Diundangkan di Indralaya 
pada tanggal, 2 Tbri 2022 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN OGAN ILIR, 

dto. 
MUHSIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 22) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR, 

ROSIDI, M.HUM 
PEMBINA /IV.a 
NIP. 197507082005021003 
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 

KABUPATEN OGAN ILIR 

KEPALA BADAN 

LAMPIRAN : 
PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR 
NOMOR 3 7  TAHUN 2022 
TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI 
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 
KABUPATEN OGAN ILIR. 
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AYA AKBAR 
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